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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1640, 2020 KEMENKEU. Kebijakan Akuntansi. Perubahan
Kebijakan Akuntansi. Kesalahan. Perubahan
Estimasi Akuntansi. Operasi yang Dihentikan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 221 /PMK.05/2020
TENTANG
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,
DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan
dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi
pemerintahan,;

b. bahwa untuk mengatur ketentuan mengenai kebijakan
akuntansi, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai
kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi,
kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi
yang dihentikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan
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Mengingat

perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan,
atau penggantian 1 (satu) atau lebih Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan, perubahan tersebut diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat
Nomor 57/S/I/04/2020 tanggal 16 April 2020, telah
memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan tentang Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi

Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020);

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,



Menetapkan
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terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 10 KEBIJAKAN  AKUNTANSI, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN
ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN
(REVISI 2020).

Pasal 1
Mengubah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Nomor 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Operasi yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Lampiran [ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
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Pasal 3
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) digunakan untuk
menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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WIDODO EKATJAHJANA



